BAB III

MUSYARAKAH MENURUT FATWA DSN MUI
No. 15/DSN-MUI'TX/2000

A. Nisbah Bagi Hasil Secara Umum

Konsep bagi hasil dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah
merupakan salah satu kontribusi Syariat Islam dalam perekonomian umat dan
menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin berbisnis syariah.

Sebagai suatu bank yang berlandaskan pada syariat Islam, bank
syariah dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut tidak menggunakan
teknik-teknik financial dengan sistem bunga (inferest free) seperti pada bank
konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil.’

Bagi hasil merupakan konsep pembiayaan yang adil dan memiliki
nuansa kemitraan yang sangat kental, dimana kemitraan (partmership)
merupakan suatu hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan
bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan’. Hasil yang

diperoleh dibagi berdasarkan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati
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oleh kedua belah pihak, dan bukan sebagaimana penetapan suku bunga pada
bank konvensional’.

Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, besarnya rasio
bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan bagi hasil
bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi maka
kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak serta jumlah
pembagian laba bisa meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan.’

Penckanan pada konsep bagi hasil merupakan ciri yang membedakan
operasional bank syariah dari institusi bank yang lainnya. Perbankan syariah
berorientasi pada kerjasama Islami, idealnya didasarkan atas bagi hasil dan
rugi.’ Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian
ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.®

Jika dalam mekanisme pada bank konvensional menggunakan
instrumen bunga, maka dalam mekanisme pada bank syariah dengan

menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen
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kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam
lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan syariah dengan
menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif
bagi masyarakat bisnis.

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan sebagian
kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai
dengan kesepakatan. Hasil usaha dibagi antara bank sebagai penyandang
dana dengan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya
porsi bagi hasil ditetapkan dengan prosentase kontribusi masing-masing, dan
pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada
bank.’

Keuntungan dalam sistem yang berdasarkan kerjasama akan
tergantung pada rasio bagi hasil dan penghasilan usaha secara keseluruhan.
Bagian pengusaha dan pemberi pinjaman tidak dapat berfluktuasi secara
drastis dari bulan ke bulan. Lebih dari itu, distribusi keseluruhan keuntungan
terhadap modal antara pengusaha dan pemberi pinjaman akan ditentukan
secara lebih adil.

Akad bank syariah yang utama dan paling penting adalah akad
dengan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah,

konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fikih pada umumnya

"Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
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diasumsikan bahwa para pihak yang bekerjasama bermaksud untuk memulai
dan mendirikan suatu usaha patungan, dimana semua pihak turut
berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai
usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.®
Biasanya, nasabah yang melaksanakan usaha patungan tersebut

dengan sebagian modal dari calon nasabah dan sebagian dari bank syariah.
Dari sini, biasanya diawali dengan akad dan juga harus disepakati tentang
bagi hasil yang akan diserahkan. Hasil yang akan diserahkan diambil dari
pendapatan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga diambil dari
keuntungan. Dan hal yang paling penting adalah pada saat akad telah
dilakukan kesepakatan kedua belah pihak tentang nisbah bagi hasilnya.
. Nisbah musyarakah menurut fatwa DSN MUI No. 15 DSN-MUI/IX/2000

Pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk
usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip Bagi Untung (Profit Sharing),
yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya
pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil
(Revenue Sharing), yakni bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan

pengelolaan dana dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.’

8Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 48-49
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Metode perhitungan bagi hasil pada bank syariah dapat dilakukan dengan
salah satu dari dua metode yaitu metode profit sharing (bagi untung) dan
metode revenue sharing (bagi pendapatan), profit sharing adalah sistem bagi
hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang didapat dari usaha
kerjasama, sedangkan pada revenue sharing basis perhitungannya adalah
pendapatan dari hasil kerjasama yang dilakukan oleh nasabah dan bank
syariah.

Yang membedakan antara revenue sharing dengan profit sharing terletak
pada apakah komponen biaya turut diperhitungkan atau tidak. Revenue
sharing dilaksanakan dengan mendistribusikan pendapatan kotor tampa
memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. a

Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan
prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing)
dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi
kemaslahatan (a/-ashl/ah), saat ini pembagian hasil usaha yang paling banyak
digunakan oleh bank syariah adalah prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing).
Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam
akad.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

128
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melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

C. Pembiayaan Musyarakah dalam fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUL/1V/2000
1. Pengertian Musyarakah

Pembiayaan musyarakah menurut fatwa DSN- MUI No. 08/DSN
MUI/IV/2000 merupakan suatu pembiayaan pembiayaan berdasarkan
akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan.'’

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama atau merupakan suatu
percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha
tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan
akan dibagikan sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati
dan apabila terjadi resiko kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi
kerjasama.'” Selain itu, musyarakah juga mempunyai suatu keunggulan
dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam berbagi keuntungan dan

dalam resiko kerugian.

Npatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000

2Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
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Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau
syarikah). Transaksi musyarakah ini dilandasi dengan adanya keinginan
para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka
miliki secara bersama-sama.

Dalam operasionalnya penerapan akad musyarakah ini didasarkan
pada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah. Dalam fatwa tersebut telah ditentukan sedemikian rupa hal-
hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad musyarakah tersebut.

Pengertian lain dari musyarakah adalah akad kerja sama diantara para
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari
keuntungan. Prinsip musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak
untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan
pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati."

Pemahaman lain mengenai musyarakah merupakan suatu perjanjian
usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan
modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai
hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam
managemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat

dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing

13 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjavan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009) 82
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maupun sesuai dengan kesepakatn bersama. Apabila rugi maka kewajiban
hanya terbatas sampai batas modal masing-masing."*

Musyarakah dapat juga diartikan sebagai ikatan kerja sama yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya
kad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang
mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan
berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang
disepakati."

2. Dasar Hukum Musyarakah
Adapun dasar hukum dari musyarakah terdapat dalam fatwa DSN-MUI
No. 08/DSN-MUL/TV/2000, diantaranya yaitu:

1. Firman Allah QS. Shad (38): 24
t}_i;*"_f_uwnuau PR g“J o\Lis) ,.n,.:f
5o el . & 2.,
¢ U Sy olall | gleey

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali

4 Karnaen A. Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Isiam, (Yogyakarta: Dana Bhakti
Wakaf, 1992) 23

> Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figh Umar bin Khathab ra, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999) 1711
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orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat
sedikitlah mereka ini.... QS.Shad (38) '

2. Firman Allah QS. al-Ma’idah (5): 1
. J,o . ‘0 o M 0 .‘ - -
-yl 1l 5T 0 g
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....” QS. Al-
Maidah (1)"7
3. Firman Allah QS. An-Nisa’ (4): 12
vee 1 (85 18 T, g
“..maka mereka bersckutu dalam yang sepertiga itu....” QS. An-
Nisa’ (12)

4. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

F P - 4!3/?6)/D/~ J,D:f_rj:. :11‘;5’_'3 !
th-l_o Laad) oo E*J L g_‘.‘(g;.:J G| R H I -1 Jl
Ll " 8505 U Ll 0 13

Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua
orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan
penghianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan
penghianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara
dua orang itu."®

' Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan
Penyelenggara/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an,
(Jakarta : PT. Sygma Exa Grafika, 2007), 454
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Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-
Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi
amanat kebersamaan dan menjahui pengkhianatan.

5. Kaidah figh
i o s 0 O Yy oy S0t g e

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya”"”

3. Syarat dan Rukun Musyarakah
a. Ijab dan Kabul

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah
itu berlangsung. Rukun syirkah ini diperselisihkan oleh para ulama’,
menurut ulama’ Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun dari syirkah
ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab kabul (akad) yang
menentukan adanya syirkah.” jika ada yang menambahkan selain ijab
dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang
berakad dan obyek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun

tetapi termasuk syarat.”!
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Adapun ijab dan kabul menurut fatwa DSN- MUI No. 08/DSN
MUI/IV/2000 yaitu: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh
para pihak untuk menunjukkan kehendak mercka dalam mengadakan
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi,
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.”

Jadi, Ijab dan Kabul pada pembiayaan musyarakah harus
dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan beberapa
hal diantaranya penawaran dan permintaan itu harus jelas dituangkan
dalam tujuan akad, selain itu penerimaan dan penawaran juga
dilakukan pada saat kontrak serta akad musyarakah juga harus
dituangkan secara tertulis.”

b. Pihak yang berserikat
Didalam musyarakah harus ada syarat-syarat pihak yang
berserikat diantaranya pihak-pihak yang berkontrak harus cakap

hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

22 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MULI/TV/2000
Blsmail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 179-180
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1. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.

2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset
musyarakah dalam proses bisnis normal.

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.*

Jadi, pihak yang berserikat harus memperhatikan hal-hal yang

meliputi: pihak yang berserikat harus kompeten dalam memberikan
atau diberikan suatu wewenang atau kekuasaan perwakilan dalam
kerjasama tersebut, dan mitra juga harus menyediakan dana sesuai
dengan kontrak dan pekerjaan atau proyek usaha, seorang mitra juga
harus memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis atau usaha yang

sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk

24 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MULIV/2000
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mengelolanya, dan seorang mitra tidak dibolehkan menggunakan dana

untuk kepentingan pribadi.

c. Obyek akad
Obyek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja
keuntungan dan kerugian.”® Adapun obyek akad dalam fatwa DSN-
MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000 masing-masing ditentukan oleh hal-
hal berikut diantaranya:
1. Modal

a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang
nilainya sama.

b. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-
barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset,
harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh
para mitra.

c. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

» Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media,
2005) 121
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d. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan.

Modal musyarakah pada dasarnya harus ditentukan dengan
jelas dalam kontrak. Masing-masing pihak dapat menyerahkan
sebagian modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan
modal dalam jumlah yang sama.’® Modal yang diinvestasikan oleh
setiap mitra harus dalam bentuk modal liquid. Hal ini berarti bahwa
akad musyarakah hanya dapat diberikan dengan uvang tunai, emas,
perak atau lainnya yang nilainya sama.’’ Apabila modalnya dalam
bentuk asset maka harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai sebelum
kontrak dan telah disepakati oleh para mitra.

Modal musyarakah tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan
kepada pihak iain kecuaii atas dasar kesepatan bersama antara para
mitra.?® Dan pada prinsipnya didalam pembiayaan musyarakah tidak

ada jaminan, akan tetapi untuk menghindari sesuatu yang tidak

%Abdullah Saced, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, (Jakarta: Paramadina, 2004) 89

%7 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 54
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diinginkan seperti wanprestasi, maka lembaga keuangan syraiah
(LKS) diperkenankan untuk meminta jaminan kepada mitranya.”’
2. Kerja
a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi
kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra bolch
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan

tambahan bagi dirinya.

b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak.”

Pada pembiayaan musyarakah dijelaskan bahwa setiap mitra
mempunyai hak untuk ikut serta dalam managemen dan bekerja untuk
usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat
bahwa managemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari
mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi managemen dari

musyarakah. Dalam kasus seperti ini sleeping partner akan

? Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) 180
30 Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUIIV/2000
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memperoleh bagian keuntungan sebatas inveastasinya dan proporsi
keuntungan juga hanya sebatas penyertaan modalnya.’!

Kedudukan dari pemilik dana dan pengelola didalam
musyarakah adalah partnership atau mitra, dimana setiap mitra harus
melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil dari mitranya, karena
pada dasarnya kemitraan merupakan suatu hubungan kontraktual
antara seseorang dalam suatu bisnis dengan tujuan umtuk
mendapatkan keuntungan.*? Jadi kedudukan antara pemilik dana dan
pengelola dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan
a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi

seorang mitra.

n Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 57
%2 Hirsanudin, Hukum Perbankan Syarigh di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 1
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c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu
diberikan kepadanya.

d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas
dalam akad.”

Dasar bagi hak terhadap keuntungan musyarakah adalah
modal partisipasi aktif dalam usaha musyarakah dan tanggung jawab.
Keuntungan harus didistribusikan kepada pihak-pihak dalam usaha
berdasarkan proporsi yang ditetapkan bagi mercka diawal
(perjanjian). Dan seorang mitra boleh mengusulkan apabila
keuntungan dari usaha melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan
tersebut boleh diberikan kepadanya. Bagian dari masing-masing pihak
dari keuntungan tersebut harus ditentukan dalam proporsi atau
persentase.”*

4. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara
proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
Apabila terjadi kerugian dalam usahanya maka setiap

mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.

% Fatwa DSN- MUI No. 08/DSN MUL/IV/2000
* Hirsanudin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008) 35
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Menurut Imam Syafi’i, porsi kerugian dari masing-masing
mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya.
Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad,
kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan

modal masing-masing.*>’

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
1. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

35 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011 ) 54



